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ABSTRAK :  Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu
menetapkan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan dikarenakan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-
XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi di lingkungan BPK.

 Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

 Dalam Peraturan BPK ini diatur mengenai definisi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu lembaga negara yang bertugas
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta beberapa definisi
lainnya terkait tugas BPK. BPK merupakan satu lembaga yang
bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara dan dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Pelaksana BPK terdiri
dari Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Ditama
Revbang, Ditama Binbangkum, AKN I s.d. AKN VII, Auditorat
Utama Investigasi, BPK Perwakilan, Staf Ahli, dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

CATATAN :  Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal 29 Maret 2019.

 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan BPK
Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor
14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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